BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pe

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

h yang tepat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
1=




Menetapkan:

_2.

Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentarig

Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi damDaerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nome? 80| Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukunt Daé; 4, se' ana telah diubdl
dengan Peraturan Menteri Dalam|Neger) or \Y20 Tahumn 2018;

2 y e¢geri Nomor/ 99-Tahun 2019 tentang
Penge n Penataarr Perangkat Daerah;

- ten dember Nomor 3 Tahun 2016
n— _dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,

mbaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

(1)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.



(1)
(2)

(3)

(4)

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

5. Sekretaris adalah  Sekretaris Badan = Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Jember.

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember.

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada
Perencanaan dan Pembangunan  Daerah
Jember.

Unit Pelaksana Teknis Daerah y

DUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten.

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan,;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,;

d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat :
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3.Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Ekonomi:

1.Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perdagangan dan Industri;

ata dan

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
.Sub Bidang Transportasi; dan
3. Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih.
f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program
SDG’s:
1.Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

2.Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's;
dan

3. Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah.
g. UPTD; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

(1)

(2)

. pengkoordinasian = pelaksanaan

. pemantauan _evalwasi,

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas -dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, pereneanaan dan
Keuangan di lingkungan Badan;

g as dukungan

administrasi umum, kepegawaian laporan da

Keuangan di lingkungar
dukungan
admini

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan, pengelolaan asset Badan, Kepegawaian,
Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
Badan;

c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;



-

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi,

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor ;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/barang milik daerah; dan

i. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

j- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

ymien perencanaan dan pelaporan serta

kani tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

ntukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
fungsi:

a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi
OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian  penyusunan dan = pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup Badan;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanan tugas.




Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusuna
rencana anggaran dan rencana perubahan anggara
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja—langsung,
belanja tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan im
informasi keuangan daerah; %{

ada system

d. pengkoordinasian per

e. pelaksanaan veri i rian oungjawaban
keuangan; || A

f. pelal aa elengkapan administrasi

n-pengkoordinasian rekonsilisasi data
secara periodik dengan BPKAD;
€1 n~ bahan monitoring realisasi penerimaan dan
\__/ pengeluaran;
i mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
dan
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

apd

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi
Pasal 8

(1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi merumuskan kebijakan
pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1l), Bidang Ekonomi mempunyai tugas meliputi:

a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi;



(1)

j- pengoord1na31an
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b. pengoordinasian penyusunan dokumen = perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ekonomi;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang ekonomi;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang ekonomi;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang ekonomi;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang ekonomi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi
permasalahan pembangunan daerah

i. pengoordinasian pembmaan
Perangkat Daerah di bida

inventarisasi

pelaksana
blda g EXK

I

Paragraf 1

ub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Industri

Pasal 9

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Industri mempunyai tugas mempersiapkan

bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan

evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Industri mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian,;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian;
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c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha
Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
perdagangan dan perindustrian,;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah, perdagangan dan perindustrian;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan
dan perindustrian;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kérjasama

antar daerah urusan koperasi, Usaha Mikro il Menengah,
perdagangan dan perindustrian;
h. pelaksanaan monitoring, | |inventarisasi

permasalahan pembangur erasi, Usaha
Mikro Kecil Menengah; perdags an | pe striatr;

pengoordinasian [ pembine aan kepada

1]

gan-‘dan-perindustrian;

H embiJ aan, monitoring dan evaluasi
PIrogrs pembangunan Perangkat Daerah
asan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
erdagangan dan perindustrian; dan

periyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Pertanian dan Pangan
Pasal 10

(1) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program
pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan dan
pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah wurusan pangan, kelautan dan
perikanan, serta pertanian,;
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pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta
pertanian;

pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan,
serta pertanian,;

pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta
pertanian;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahe
pembangunan daerah wurusan pangan, kelautan dan
perikanan, serta pertanian;

pengkoordinasian pembinaan teknis -perenctanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana -'- 2 elautan dan

2
perikanan, serta pertanian; / / (

. “ . / . . | .
pengoordinasian, pé i binaa (o} gzj Bpn evaluasi
pelaksanaa progra angkat Daerah

sar1 | pangan, kelautan’ darn perikanan, serta

...: 1 pertanggungjawaban atas pencapaian
idang

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Investasi,
Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan
program pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan, keuangan dan pelaksanaan Corporate Social
Responsibility (CSR) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai fungsi meliputi:

(2)

a.

b.

pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan penanaman modal,
pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
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d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) wurusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan
keuangan;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan,;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi peratasalahan
pembangunan daerah urusan penanaman modal, pariwisata,
kebudayaan dan keuangan;

i. pengoordinasian pembinaan

pariwisata, kebudayaand
pengoordinasidan;

evaluasi
Daerah

rja sub bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM
Pasal 12

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi
meliputi:

a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang
pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;



(1)

(2)

) (2.5

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja  Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan
pembangunan sumber daya manusia;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber
daya manusia;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan
sumber daya manusia;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di
bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya
manusia;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama Kkerjasama
antar daerah di bidang pemerintahan dam pembangunan
sumber daya manusia;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi
pembangunan daerah di mdn
pembangunan su lusia;

i. pengoordinasia i

ermasalahan
tahan ds

DeE

artfaan kepada
dan pembangunan

, monitoring dan evaluasi
gra pembangunan Perangkat Daerah di
ahan dan pembangunan sumber daya

pepayusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan
Pasal 13

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi,
menyusun rencana dan program pembangunan urusan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi
pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan (diklat) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

ketenteraman,  ketertiban umum dan  perlindungan
masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian,
statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan,

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
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perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi
dan informatika, persandian, statistik, administrasi
pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan
dan pelatihan (diklat);

pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,

persandian, statistik, administrasi : merintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidi dan pelatihan
(diklat);

pengoordinasian  sinergisi rmonisasi  kegia
Perangkat Daerah urys i mum
dan perlindur

informatika,

persandian;, M\ nistrasi pemerintahan,
. ,| kepegaws ndidikan dan pelatihan
(diklat];

pengoodina 'aﬁ e naan sinergisitas dan harmonisasi
‘ki;tem K¢ erian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
ﬁrils&n enteraman, ketertiban umum dan perlindungan

“m; arakat, komunikasi dan informatika, persandian,

statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);

pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat);




(1)

5 1d =

j- pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan ketenteraman, Kketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik, administrasi pemerintahan,
pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
(diklat); dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pasal 14

Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi dan evaluasi, menyusun dan program
pembangunan urusan pendidikan; enaga kerja,
transmigrasi, kepemudaan
kearsipan serta tugas lair ye
Untuk melaksanak ugas

a

Sub Bidang Pe]
fungsi "':!

o
0

w
(o R

npcanaan pembangunan urusan

k atan, tenaga  kerja, transmigrasi,

ke -i-i._ n danolahraga, perpustakaan dan kearsipan;

pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
pendidikan, kesehatan, tenaga  kerja, transmigrasi,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsipan;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,
transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsipan,;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,
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transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga
kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan
dan kearsipan;

i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan,
tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga,
perpustakaan dan kearsipan,;

j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana wurusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,
transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaa
kearsipan; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pencapaian

kinerja sub bidang.

melakukan koordinasi dan
a dan program pembangunan urusan
dudukan dan catatan sipil, sosial,

erlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
eluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan admisnistrasi
kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana,;
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d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan
sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan admisnistrasi kepedudukan dan
catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;

f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,;

g. pengoordinasian dukungan dan pelak
provinsi dan pelaksanaan kesepakata
antar daerah wurusan i
catatan sipil, sosi
pemberdayae

(egiatan pusat,
-; a kerjasama

daerah urusan admisnistrasi

sipil, sosial, pemberdayaan

n desa, pemberdayaan perempuan dan

anak dan pengendalian penduduk dan

arga berencana;

pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah  pelaksana urusan admisnistrasi

kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan

masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan
sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 16

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,



(2)

(1)

(2)

= by ™

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja  Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD;” RPJMD
dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

e. pengoordinasian sinergisitas dan nmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah di bidang Infras {ewilayahan,;

kegiatan Kementerian/
bidang Infra an Ke
] 2 J rr‘

S1d CIUK

, evaluasi, inventarisasi permasalahan
daerah di bidang Infrastruktur dan

pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di

bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM
Pasal 17

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program
pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang
sumber daya air dan energi sumber daya mineral serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai fungsi
meliputi :
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a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah wurusan lingkungan hidup,
kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya
mineral;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang
sumber daya air dan energi sumber daya mineral;

e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutandn,
bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral

f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan, harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, i '
urusan lingkungan hidup, ke 2 bidag sumber daya

g. pengkoordinasian du
provinsi dan i’r‘ :
antar _dderah W l:

A a

stgmber|davalain d
pelaksanaan monitor;

cegiatan pusat,
er§ania kerjasama
ehutanan bidang

pembangunan| daerah-urusan lingkungan hidup, kehutanan,

bidang ma er daya air dan energi sumber daya mineral;
pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup,
kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya
mineral

j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang
sumber daya air dan energi sumber daya mineral; dan

k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Transportasi
Pasal 18

(1) Sub Bidang Transportasi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan
evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan
perhubungan, dan pekerjaan umum serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sub Transportasi mempunyai fungsi meliputi:
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a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
perhubungan, dan pekerjaan umum;

b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan
perhubungan, dan pekerjaan umum;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana i
Kerja Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan
umum,;

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;

e. pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan

umum,;
f. pengkoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonis
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten

urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;

is perencanaan kepada
urusan perhubungan, dan

penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Perumahan Pemukiman,
Sanitasi dan Air Bersih
Pasal 19

(1) Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan
program pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih
mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya,
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urusan pertanahan urusan penataan ruang, dan bidang
pengelolaan air bersih dan sanitasi;

perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan
rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan
pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan
air bersih dan sanitasi;

pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi,

pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan penataan ruang,
dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitast;
pengoordinasian sinergisitas dan isasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan perumah at, kawasan
permukiman dan cipta karys -': ahan, uru
penataan ruang, da air| bersth dan
sanitasi;
pengkoedinasi

a
e
karya |,
b arfi
eng

nsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah urusan perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan
penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan
sanitasi;

pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan,
urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih
dan sanitasi;

pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah
pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan
ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi; dan
penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.
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Bagian Kelima
Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah
dan Program SDG’s
Pasal 20

(1) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program

SDG’s mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan  mengevaluasi
perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan
pengembangan;

b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan
informasi hasil pembangunan daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG’s atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

(1), Bidang Litbang, Evaluasi Pe

SDG’s mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penieli yang
berkualitasddn aphlkati ual dan strategis;
b. perighi ' an,|  peng penyebarluasan hasil

an teknologi informasi atau

analisa data dan informasi hasil

“pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan
pembangunan daerah;

f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

g. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek,
menengah dan jangka panjang;

h. pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah;

i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan
dokumentasi;

j. pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui
pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;
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1. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah;

o. pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program SDG’s atau
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 21
(1) Sub Bidang Penelitian dan Penger r'empunyai tugas
mempersiapkan bahan per i . melakukas
koordinasi dan eva ; dan _program
pembangunan di~ bid penel ngembangan serta

(1)

2 arra dimaksud pada ayat (1),
Perigembangan mempunyai fungsi

asil-pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan di
bidang penelitian dan pengembangan;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas

dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;

c. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil
penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau
media lainnya;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
bidang penelitian dan pengembangan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan
pengembangan; dan

f. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian

kinerja sub bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Data Pembangunan dan
Evaluasi Program SDG’s
Pasal 22

Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG’s
mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,
melakukan koordinasi, evaluasi, menyusun  kerangka
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perencanaan pembangunan daerah dan mengelola data informasi

hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan

program SDG’s atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG’s
mempunyai fungsi meliputi:

a. pengumpulan, penyusunan dan analisa data dan informasi
pembangunan daerah sebagai bahan koordinasi perencanaan
program pembangunan,;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah;

c. pengoordinasian, analisa dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah,;

d. pengkajian, analisis, dan perumusan

kewilayahandan konektivitas daerah,;

penyusunan dokumen rencana pem

kebijakan

aerah jangka

ﬁram/kegl =%

asrenbang  di

dikatif-permibangunan daerah;
ran-dan perumusan RTRW daerah,;
gjian data informasi hasil pembangunan
i-bahan dokumentasi;

gkoordinasian pendataan atas capaian pelaksanaan

b/\)\{ acana pembangunan daerah;

pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD);

m. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan
cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan
program SDG’s atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
daerah;

o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan

p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah
Pasal 23

(1) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai
tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan
koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan
pembangunan daerah dan menghimpun dan mendokumentasikan
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hasil pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai
fungsi meliputi:

a. pengelolaan dan analisa data pembangunan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

b. pengolahan dan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah secara periodik;

c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur
evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan, perumusan
kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah;

d. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi reneana
dan pelaksanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

f. pengkoordinasian pendataan
kinerja pemerintah daerah;

dan pelaporan

g. pelaksanaan eterangan
pertanggungja
h. pelaksar Penyelenggaraan
1. -i aporan pertanggung jawaban atas pencapaian
Jine
BAB IV
UPTD
Pasal 24

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
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(2) Setiap kelompokdipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi_dilingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain dilue intah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya masing- mafsi

(2) Setiap pemimpin satua
bawahannya masing-masing
mengambil langke

(3) Setiap pemi

mengawasi
pangan agar

bertanggungjawab
an masing-masing dan
etunjuk bagi pelaksanaan tugas

ebuah organisasi wajib mengikuti dan

petinjuk dan bertanggungjawab pada atasannya

asing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 28

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasz
(1) Kepala Badan meruyp :

Jabatan
Pimpinan Tinggi

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV b
atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI JEMBER,
ttd
HEND
Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Mare 202
S ” e \ B3
f
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